
BUPAT| GUNUNG TIAS

PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS

Nomor: 33 Tahun 201i

TENTANG

PENYELENGGARMN WARUNG INTERNET, GA![E NET,
TELEVISI KABEL, DAN POS / JASA TITIPAN

DI KABUPATEN GUNUNG MAS

BUPATI GUNUNG MAS,

bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum serta untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha
warung internei, game net, teievisi kabei cian posljasa titipan di
Kabupaten Gunung Mas, perlu suatu pedoman dalam
pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi
Kewena+gan Penne**teh D*relr Kabupete+ G++ut+g Mes,
salah satunya bahwa Pemerintah Kabupaten benrvenang
menjalankan urusan pemerintahan di bidang pos dan
teiekomunikasi ber=eiasarkan per=afu:ran perundang-undangan
yang berlaku;

bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud hu ruf
a dan b, agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil
guna, maka perlu diatur dengan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembenfukan
Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten
Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupateii Gunui^g Mas,
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten
Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembar Negara
Repubiik incionesia Tahun 2OA2 Nomor i8, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4180);

Undang-Undang Nemer 1!q Tehun 2002 te*te+4 Hak C.ipta
(Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4220);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak (Lembaran Negara Rl Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
I emharan Neoara Rl Nomor 4235\'--g---_ '---r1

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
(Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Nomor  252i;

Menimbang '. a.

Mengingat : 1.

b.

2.
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5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Rl Tahun
2AA4 Nomor 53, Tambanan Lembaran Negara Ri Nomor 43Bg);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembai'an Negara Ri Tahi_in 2tO4 ftomor 1?ao,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4437) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Ncmor 12 Tahun 2008 teniang Perubahan Keciua Atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor a8a4);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan aniara Per-iierini-ah Pus-ai dar: Daerah (Lernbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4438);

8" Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor
58, Tarnbaha:: Lennbaran Negara Rtr Nomar4e43);

9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
(Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan
Lembaran Negar"a Ri Nomor a928);

10. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribus! Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2A09 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
50ae);

11. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI
Tahun 2009 Nonnor 141, Tannbahan Lembaran Negara RI
Nomor 5060);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Rl Tahun
2000 nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 3980);

13. Pei-aiui'an Pemei'intah Nomor 52 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan;

14- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentan_q
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota { Lernbaran No-gara R! Tahun ?ACZ Nonnor E7,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor a737);

15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 2005
tentang Penyelenggaraan Jasa Titipan;

16. Peraturan Menteri Komonikasi dan lnformatika Nomor 28 Tahun
2008 tentang Tata Cara cian Persyaraian Perizinan
Penyelenggaraan Penyiaran ;

lT Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 18 Tahun
2009 tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan
Penyiaran oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota ;



Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 23 I
PER/M.KOMINFO/0412009 tentang Pedoman Pelaksanaan
Urusan Pemerintah Sub Biciang Pos cjan Teiekomunikasi;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008
fanfann ! !r'r rcan Pannarinfah Vann l\Laniar{i l(aulonanrran
Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Mas;

Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 23 Tahun
20 1 1 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEP.nTURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
WARUNG INTERNET, GAME NET, TELEVISI KABEL, DAN
POS/JASA TITIPAN DI KABUPATEN GUNUNG MAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati iniyang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.

2- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gunung Mas-

3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

4. Dinas adaiah Dinas Perhubungan Komunikasi dan h-ifcrrmatika.

5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerirna
setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara
bunyi meiaiuikawat, optik, radio, televisiatau sistem elektromagnetk lainnya.

6. Penyelenggaraan adalah kegiatan yang dilakukan berupa penyediaan dan atau
nelavrnan venar mamr rnnkinkan tarqeLonnnaran\ra r rqaha

'"., .I"'

7. Warung lnternet adalah usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan
tempat dan fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani dan jasmani serta
memoerikan pengetahuan baru yang penyajiannya menggunakan internet yang
dapat dipergunakan sebagai sarana hiburan dan atau mendapatkan pengetahuan
baru serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan
minuman.

8. Game Net adalah usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat
)-- t--:ttl- -t- -------t-------t--- --t-------:---:-r-----: J-- -^.--^ --t:.--qarr rasr![as ur]tuK rnenyerenggaraKarl perayanan Jasa rrrrormasr san garile onril-rE
secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.

9- Televisi Kabel merupakan layanan televisi berbayar yang menggunakan kabel
coaxial dan fiber optik yang tersambung langsung ke pelanggan.

10. Pos/Jasa titipan adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara untuk
menerima, membawa dan atau menyampaikan surat pos jenis tertentu, paket,
uang dari pengiriman kepada penerima dengan memungut biaya.

4 4 I l-^L^ -J-l^L -^+i^^ +i^rIaLan r,-.r1-., r.-,ran ala. L^^i-+an ,n rl-,1-,r-,r J-,ir.lanai i. r-ruciiici auoidli D9ticiP [iiiudnciii, PElwuclr.cllr cl[a(l nsvrarctrr sPoPurr \]alorll Lrruarl9
perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh
keuntungan.

18.

19.

20.
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dan
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17.
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Pengelola/Pengusaha adalah individu atau kelompok atau badan hukum yang

bertanggung jawab atas penyelenggaraan Warung lnternet, Game Net, Televisi
Kabei can Posiiasa Titipan cii Kabupaten Gunung Mas.

Rekomendasi lzin Penyelenggaraan adalah persetujuan persyaratan administrasi
dan teknis suatu kegiater: usal':a y'al.'g dlkeluar'kan Dines Ferhubungan
Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Gunung Mas.

Redistribusi siaran adalah upaya memancarkan dan menyebarkan siaran
kepada pihak-pihak lain baik content siaran sendiri maupun content siaran pihak

lain;

Perangkat iunak adaiah adaiah program komputer yang beriungsi sebagai sarana
interaksi antara pengguna dan perangkat keras.

Perangkat keras adalah peralatan fislk yang membentuk suatu slstem kcmputer,
meliputi peralatan input, memori, prosesor, modem, Server, antena, kabel,
peralatan output, peralatan penyimpanan, repeater dan peralatan komunikasi.

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak
Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak
ciptaannya atau produk hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Free Open Source Software adalah program komputer yang menyertakan sumber
kode dan mengizinkan kita untuk melakukan apa saja terhadapnya untuk bebas
ciigunakan, dipeiajari, ciimodifikasi, digandakan, ciiciistribusikan dan ticjak acia

biaya lisensi.

19. Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disebut Retribusi edalah pungutan
daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin tertentu yang khusus disediakan
dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Gunung Mas untuk kepentingan
-^-.:L^ll l^- l-^l-- l^:-piluaul uail uiruall latrl.

20. Retribusi perizinan tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan lain yang
ciimaksuci untuk pembinaan, pengaturan, pengenciaiian <ian pengawasan atas
kegiatan pemanfaatan ruang penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana,
sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga
kelestarian lingkungan.

21. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi
wajib r-etribusi unfuk memanfaatkan perijinan tefreniu dari Pemerintah Daerah

22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah
surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedornan dalam
pembinaan, pengaturan, pengendalian, pengawasan dan retribusi penyelenggaraan
Warung l*ternet, Gan+e Net, Televisi Kebel dan Pe#Je* Titipan.



Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati iniadalah :

a. memberikan kepastian hukum kepada pengelol#pengusaha 9"]"T melaksanakan

penyeienggaraan foi'arung internei, dame itlei, Teievisi Kabei dan PosiJasa

Titipan.
b. memberikan kepastian hukum bagi Femerinlah Daerah dalam pembinaan,

pengaturan, pengendaiian, penga*asan,_.retribusi penyelenggaraan warung

intelnet, Game Net, Tetevisi Kabeldan Pos/Jasa Titipan.

c. mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum berkaitan dengan

penyel.nggaraan Warung lnternet, Game Net, Televisi Kabel dan PoslJasa

Titipan.
d. mendoreng kegiatan pen,vetenggeraan warung lnter*et, G#Il€l Net, Tehvisi Kabel

dan pos/J""a iitipan yang aui O; daerah agar dapat memberi kontribusi tangsung

khususnya kepada mrsyrrafat, umumnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang iingkup Perafuran Bupati ini terdiri dari ;

a. penyelenggaruan.
b. standarisasi usaha.
c. perizinan usaha.
d. nama, objek dan subjek retribusi
e. golongan retribusi.
f. struktur dan besarnya tarif.
g. masa retribusi dan saat retribusiterutang.
h. pemungutan retribusi.
i. hak dan kewajiban.
j pengawasan dan pengendalian.
k. sanksi #mi*istratif.
L ketentuan peralihan

BAB IV
PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1) Penyeienggaraan usaha Pos dan -leiekomunikasi untuk keperiuan khusus
Warung lnternet, Game Net, Televisi Kabel dan Pos/Jasa Titipan dapat dilakukan
oleh instansi Pemerintah atau Badan Hukum.

(2) Badan Hukum sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah badan hukum yang
berbentuk Perseroan Terbatas atau Koperasi yang bergerak dibidang Pos dan

!T:
I eleKomuntKast.



BAB V
STANDARISASI USAHA

Bagian Kesatu

Warung lnGrnet dan Game Net

Pasal 6

(i) Kegiatan usaharpenyeienggaraan Warung internet, Game Net, harus memenuhi
standar dengan 3 (tiga) aspek, sebagai berikut :

a. aspek perangkat l{Jnak den perarqgkat keras;
b. aspekkenyamanan;
c. aspek tanggung jawab sosial-

(2) Aspek perangkat lunak dan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a, meliputi :

a. Siste,:n Cperasi Hlisersi atau Free Oferl Source Sa#aare;

,^ b. Aplikasi pendukung berlisensi atau Free Apen Source Software;\
c. Perangkat komputer, printer, scanner, dan koneksi internet yang mendukung

kelancaran akses internet.

(3) Aspek kenyamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. penggunaan sekat pembatas I bilik komputer, memenuhi ketentuan sebagai
berikut :

1) sekat depan dan pintu bilik paling tinggi i2O em (seratus dua puiuh
centimeter);

2) pintu bilik menggunakan kaca tembus pandang atau tanpa menggunakan
pintu;

3) kegiatan usaha yang tidak menggunakan kursi / lesehan, tanpa
mengqunakan sekat depan.

b 
ffi,TJH fr'*Iilfl iir lii:?#iffit3',:il 

i Y€ ma n u ntu k m e n d u ku n s a kt iv ita s

: c 
il:xf:ffii:5:'3l,yH""x".ffi:fl jffi'"::ran sebasai Musholra / tempat

d. memiliki kamar kecil dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai
dan terjaga kebersihannya;

e ffi il:L, 
o'ffi ,fftTTffi [,,Ii: 

"ffi.,, *lff 
'' f i. *Jgli - jr'ffi d*:l

kebakaran yang memadai;

f. melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengrganggu ketertiban
Ialu lintas.

(4) Aspek tanggung jawab sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c,
meliputi :

a- melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses lnternet yang be$entangan
dengan norma sosial, agama dan hukum;

b. mendorong peningkatan pengetahuan masyarakat di lingkungan sekitar tempat
usaha tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung ]awab;

c. melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunean
inlernet di Warung Internet, Garne Net secara proak$f;

d- melarang anak sekolah menggunakan lntemet dan Game Net atau berada di
lingkungan Warung Internet dan Game Net pada iam sekolah dan atau



\

menggunakan seragam sekoiah, kecuaii untuk kepentingan pendidikan aias
seizin tertulis dari sekolah.

e. Warung internet dan Game Net lrang menyeienggarakan kegiatan usahanya
selama 24 (dua puluh empat) jam, tidak melayani anak berusia kurang dari
18 (delapan belas) tahun setelah pukul 22.0A Wib sampai dengan pukul 07"00
WIB.

Bagian Kedua

Televisi Kabel

i-asai i

(1) Landasan penyelenggaraan penyiaran Televisi Kabel mengaeu pada Peraturan

Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga
Penyiaran Beriangganan dan Peraturan Menteri Kominio Nomor i8 Tahun 2009
tentang Tata Cara dan Proses Perizinan Penyelenggaraan Penyiaran oleh
Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta
Peraturan Pelaksana terkait lainnya.

(2) Lingkup usaha atau cakupan layanan penyelenggaraan Televisi Kabel maksimal
irai-rja pada i (sdu) ko{alkabupaten.

(3) Persyaratan perizinan penyiaran Televisi Kabel, sebagai berikut:

Didirikan oleh WNI ( Warga Negara lndonesia),
Badan Hukum lndonesia, dalam bentuk PT (Perseroan Terbatas);
Bidang usahanya hanya menyelenggarakan jasa penyiaran berlangganan;
It"4er:distribu sikan s iara;: h anya untuk pe{anggan {berbal"'ar) ;

Mempunyai izin atas setiap program yang disalurkan;

Pasal 8

(1) Penvelenqqara Te.levi-si Kabel diharapkan menyediakan -ealuran etetr +h.enel\ ' / ' -- -, -'-- -JV--

siaran Televisi Swasta Nasional lndonesia dan Televisi Republik fndonesia;

(2) Penyelenggara Televisi Kabel diwajibkan menyediakan saluran atau chanel
siaran Televisi Swasta Daerah (TV' Lokai) cian TVRi Daerah;

(3) Penyelenggara Televisi Kabel hanya diperkenankan menyiarkan chanel atau
saiuran Teievisi Luar* Negeri sepa.rrjang k-ualitas isi siarar: tidak bertentangan
dengan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS);

{4) Setiap Penyelenggara Televjsi Kabei wajib memilki sensor internal (internal
sensor) atau memiliki upaya melakukan sensor internal atas materi siaran yang
bertentangan dengan Pedoman Prilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran
(P3SPS) yang ditetapkan Komisi Penyiaran !ndcnesia;

(5) Saluran atau chanel Televisi Luar Negeri seperti HBO, Star Movie, Vision dan
lain yang cenderung fulgar dan sangat bertentangan dengan Pedoman Prilaku
Penyiaran dan Standar Program S'iai'an (P3SPSi hanya dapat rlitayangkan atau
dibuka salurannya oleh Penyelenggara Penyiaran setelah pukul 22.00 WlB.

Pasal 9

(1i Fenyeienggara Teievisi Kabel yang memiliki i.n Penyeienggaraan Penyiaran
(lPP) dapat mempergunakan prasarana atau fasilitas umum sepaniang tidak
mengganggu dan mengancam ketertiban umum serta mernperoleh izin resmi
dari institusildinas yang berwenang ;

a-
b.
c.
d.
e.



(_

(2) lnstitusi baik swasta, kemasyarakat dan pemerintah diwajibkan memberikan
fasilitas kepada Penyelenggaraan Televisi Kabel Lokal berizin sepanjang
memungkinkan cian sesuai ketentuan yang beriaku;

(3) PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT. Telkom hanya diperkenan
menerbitkan izit'l oenggusaan/pernanfeahn tia*g listrik dan tielg te@,l etau
membuat MoU dengan Penyelenggara Televisi Kabel sepaniang memiliki lzin
Penyelenggaraan Penyiaran (lPP);

(4) Besaran Tarif pemanfaatan tiang yang ditetapkan diharapkan memperhatikan
kemampuan Penyelenggara Televisi Kabel Lokal serta dapat memberikan
kontribusi bagi Pendapatan Asli Daeralr (PAD);

Bab Ketiga

PoslJasa Titioan

Pasal 10

(1) Lan<iasan penyeienggaran posi.lasa titipan diatur <iengan mengacu pa<ia
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 5 Tahun 2005 tentang
Penyelenggaraan Jasa Titipan dan Peraturan Pelaksana terkait lainnya;

(2) Penyelenggaraan pos/jasa titipan bertanggunglawab terhadap keamanan dan
keselamatan atas kegiatan yang dilakukannya dan keterlambatan, hilang atau
^.^^t- ^^L^-:^- J-.. ^^t--*,t^ :^: u-^^Iut'ah Seuagtalt alau sElulurl r5r Lil.tlIdrr.

Pasal 11

(i) Penyeienggaraan Posliasa Titipan dilarang menerima, membawa canr'atau
menyampaikan kiriman yang berupa :

a. Barang yarqg mudah rre*edak, +.=e+ryala ata+ terbakar sendiri etau dapat
membahayakan keselamatan jiwa manusia;

b. Narkoba dan obat-obatan terlarang;
e, Earang ectakan dan atau benda porn+grafi yang dilarang Pemerintah;
d. Barang cetakan dan atau rekaman yang isinya sesuai ketentuan perundang-

undangan dapat mengganggu keamanan, ketertiban dan stabilitas nasional.

(2) Penyelenggaraan pos/iasa titipan berkewaiiban :

a. Menempatkan Surat lzin Penyelenggaraan Pos/Jasa Titipan yang mudah
teriihat oieh pengguna jasa;

b. Menetapkan syarat dan tata ffira penyelenggaraan pos/jasa titipan;

BAB VI
PERIZINAN USAHA

Pasal 12

(1) Setiap usaha penyeienggaraan pos dan teiekomunikasi <iaiarn hai ini Warung
lnternet, Televisi Kabel dan Pos/Jasa Titipan wajib rnemiliki Rekomendasi lzin
Penyelenggaraan dari Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan lnformatika
Kabupaten Gunung Mas.

(2) Rekomendasi lzin Penyelenggaraan bidang Pos dan Telekomunikasi tidak dapat
l:-:-l^l..g-^^-J--- J-^--J- 

-:L-t- 
t^:-urpliluar rrailgarril,arr nElraua PIrtan rdrlr.



(_

(3) Syarat administrasi permohonan Rekomendasi lzin Penyelenggaraan adalah :

a. Permohonan tertulis yang ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Dinas
Perhubungan Komunikasi dan lnformatika Kabupaten Gunung Mas;
(Untuk usaha Televisi Kabel juga mengajukan permohonan ljin
Penyelenggaraan Penyiaran {lPF) ke Menteri Kominfc Rt *:elalui Kemjsi
Penyiaran lndonesia Daerah (KPID) Kalimantan Tengah dengan melampirkan
proposal (berisi data administrasi, data teknis dan studi kelayakan pendirian
i errr b a g a p enyi a.ra.i-r ber-i an g g a.itan ) ;

b. Surat pernyataan tidak keberatan dari tetangga (untuk usaha Warung lnternet-
Game Net);

c. Akte Pendirian Perusahaan dan ciokumen lainnya;
d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP),

e. ljin Mendirikan Bangunan (iMB);

f. ljin Gangguan (HO).

(4) Bagi penyelenggara Televisi Kabel yang belum mempunyai lzin Penyelenggaraan
Penyiaran (lPP) dapat bergabung ke penyelenggara lain yang memiliki IPP yang
sudah berbadan hukurn Perseroan Terbatas (PT) ciiwiiayah terclekat ciengan
perjanjian bersama mengetahui Notaris, supaya tidak terjadi persaingan danlatau
praktek monopoli.

(5) Sedangkan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 13

Dengan iiaina retnbusi ffiiz+nan pary'e+enggaraaii drbklarg Pas dan Tekkanr*xrikasi
dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin penyelenggaraan kepada
orang pribadi atau badan yang menjalakan usahanya dibidang jasa pos dan
ielekomunikasi tii iokasi terientu.

Pasal 14

Obj* Ret*b#si adalah kegiatan pefiyeHregaraaii / per€rtiban pefiibtria;r izin yar€
disediakan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang akan
diialankan usahanya dibidang Penyelenggaraan Jasa Pos dan Telekomunikasi.

Subjek Retribusi adaiah orang
penyelenggaraan.

Pasal 15

pi-ir-:adi aiau badan iain yafig r-nemperolah izirr

EIE !!l!!
E AE YIlT

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal i6
Retribusi lzin Usaha dibidang Pos dan Telekomunkasi digolongkan kedalam jenio
Retribusi Perijinan Tertentu.



BAB IX
STUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 17

(1) Untuk setiap pemberian izin penyelenggaraan Pos dan Telekomunkasi dikenakan
Retribusi.

(2i Terhadap usaha yang telah ada sebelum ketentuan ini, diafur dengan kepufusan
Kepala Daerah.

(3) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud ayat {1) adalah sebagaiberjkut;

a. Tarif retribusi izin penyelenggaraan Pos / Jasa Titipan dan Pengiriman barang.

No Stuktur Tarif Besaran Tarif Retribusi per lzin

1. Pos / Jasa Titipan

a. Caban=o

b. Agen

Rp.

Rp.

500.000.-

350.000,-

b. Tarif retribusi izin penyelenggaraan jasa Telekomunikasi dan lnformatika.

No. Stuktur Tarif Besaran Tarif Retribusi per lzin

1

2

3

4

Wartel

a. Wartel (>4KBU)

b. Wartel (<4KBU)

Warung lnternet

a. Warnet { > 15 Ks::g:te.' }

b. Warnet (. 15 Komputer )

Loket Pelayanan Operator
Salurel Cabang.

Televisi Kabel

Rp. 350.000,-

Rp. 150.000,-

E'^T\P

Rp

Rp

,l f1arr.t f1nrr
r .\r\r1r.\rlfi.r,-

500.000,-

1.500_000.-

Rp.2000,- / perbulan / pelanggan
rnelalrd Fenr::re-aha TV K-ahcl



BAB X
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 18

(3i Masa Retribusi adalah jangka waktu selama i (satu) tahun sesuai jangka waktu
berlaku lzin Penyelenggaraan.

(4) Setiap tahun pernegang ian diwajibkan unfuk melakukan daftar ulang izin
Penyelenggaraan jasa Pos dan Telekomunikasi.

(5) Saat terutang Retribusi aciaiah pada saai diierbitkannya SKRD atau dokumen lain
yang dipersamakan.

BAB XI

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 19

(i) Retribusi ciipungut oleh SKPD terkait dengan pemberian izin penyeienggaraan
Pos dan Telekomunikasi, yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan lnformatika
Kabupaten Gunung Mas.

(2) Seluruh penerimaan Retribusi harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara
Penerimaan atau Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang
bersangkutan.

(3) Pembayaran retribusiyang terutang harus dilunasi sekaligus.

BAB XII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 20

(1) Penyeienggara Warung internet, Game lJet, Ti"'Kabei dan Posiiasa Titipan
yang telah memiliki lzin Usaha berhak menyelenggarakan usahanya sesuai
dengan izin yang telah diperoleh.

{2) Penyefenggara Warung Internet, Game Net, TV Kabel dan Pos/Jasa Tftipan
yang telah memiliki lzin Penyelenggaraan wajib :

a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diperoleh;
b. melaksanakan ketentuan teknis, menjaga norma sosial, agama dan hukum

sesuai dengan perafuran perundang-undangan,vang berhku;
c. memasang larangan akses pomografr dan melakukan tindakan asusila;
d, bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul atas pelaksanaan izin yang

*alala ;lih^-iLa^.lglar r \lrugrrr\ar r,

e. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas dari dinas
instansi terkait;

f. mentaati peraturan perunciang-undangan yang be*aku.



BAB XIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 21

(1) Pengawasan dan perrger-rdalian penyeienggaraan usaha Warung i:-riernet, Game
Net, TV Kabel dan Pos/Jasa Titipan meliputi pemantauan, evaluasi dan
nanarfihan
iJg: rvr UVgr r-

{2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana ciimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh Tim yang dibentuk oleh Bupati.

(3) Hasi! pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Warung lnternet, Game
Net, TV Kabel dan Pos/Jasa Titipan dilaporkan kepada Bupati.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

(i) Bupati sesuai ciengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratii
kepada penyelenggara atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. peringatan tertulis;

b. penghentian sementara;

e. peneabutan izin usaha.

(3) Pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2\
didelegasikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang benrvenang
sesuai tugas pokok dan fungsinya

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Penyelenggaraan Warung lnternet, Game Net, TV Kabet dan Pos/Jasa Titipan yang
ada berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum berlakunya Peraturan
Bupati i*i, lrerus :':nenyesuaikan de*gan Ferat$ran Bupati ini palirg lambet 3 {$ga)
bulan sejak berfakunya Peraturan Bupati Ini.

r!..



r e.^

l4!

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penennpatann,va dalano Berita Daeral'r l(ah++aten Gunurq Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun

NUNG MAS,

BINTIH

Diundangkan di Kuala Kurun
Pada tanggal 2s:crtr 2011

ETARIS DAERAH,
ATEN GUNUNG MAS

ATEN GUNUNG MAS TAHUN 2011 NOIv4OR ....?.q..

Pada tanggal 1 zs SuLi 2011
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